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BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

. bahwa Nota Kesepahéman (Memorandum of Understanding)

Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru
Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang
damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan
berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut,
Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi
Aceh, berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat,
dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah
satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Qanun:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, b dan huruf ¢, perlu membentuk dan
menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

4. Undang-Undang ................... ‘Q’



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

6. Undang-Undarig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633):

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532),

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5145):

13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung:

15. Peraturan........ & ...



15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

16.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Daruusalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

17.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIiDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Daerah ini yang dimaksud dengan:

=R =

»

Daerah adalah Kabupaten Pidie.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.

Bupati adalah Bupati Pidie.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

Satuan Kerja Perangkat Katupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah
SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie.

. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie.

Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau daiam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. '

10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

11. Bangunan........... %



t1.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk
tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung
terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau
seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

12.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
Khusus.

14. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan
teknisnya. '

13.Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun
fungsi sosial dan budaya.

14.Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk
kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam
pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus
dan / atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak
penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

15.Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan
umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.

16.Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi
dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima
belas) tahun.

17.Bangunan sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi
Konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan
dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi
tertentu. :

18.1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun
baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berlaku.

19. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas
tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

20. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah
perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

21.Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan /
daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata

bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien........... ﬁ



22.Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

23.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten
adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan
dengan Qanun.

24.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana
pemanfaatan kawasan.

25.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

26.Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung
yang ditetapkan.

27.Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya
atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah
yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

28.Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah
bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan
dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut,

29.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau
sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana
dan sarananya.

30.Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata
cara,standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar Nasional
Indonesia maupun Standar Internasional .yang diberlakukan dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.

31.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta
prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

32.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan
‘gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar
bangunan gedung tetap laik fungsi.

33.Pemugaran bangunan gedung yang di lestarikan adalah kegiatan memperbaiki/
memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.

34.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

35.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

36.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberiar izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

37. Wajib........... ,g



37.Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Qanun
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

38. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.

39.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Kabupaten.

40.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang. ,

41.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

42.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

44.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumjah pokok retribusi
yang terutang. ;

45.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah .kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

46.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

47.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

48.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian ........... A.



(2) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan
peiaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien
dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian
bangunan (KTB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk mendirikan bangunan milik Pemerintah dan/atau
Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan
pelayanan pemberian izin. :
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan
pemberian |zin.

BAB 1li
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan ke dalam Golongan Retribusi
Perizinan Tertentu.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6
(1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :

a. Komponen retribusi dan biaya ;

b. Penghitungan besarnya retribusi ;

c. Tingkat penggunaan jasa.

(2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan
pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran: atau

b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan
duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti
dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan
pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan

c. Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya
pendaftaran Bangunan Gedung.

(3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan berdasarkan :

a. Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang
diajukan ;

b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru,

c. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan,

d. perubahan...........



d. perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan
gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

(4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti
rumus yang berdasarkan :

a. Pembangunan bangunan gedung baru;

b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan

¢c. Pembangunan prasarana bangunan gedung.

() Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah
pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi,
klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk
prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam
proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan
yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan
penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

(6) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Qanun ini.

1

BAB YV
INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Pasal 7

(1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :

a. Penetapan Indeks;
b. Skala Indeks;
c. Kode.

(2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks
tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi
untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :

a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Qanun ini; dan

b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Qanun ini.

(3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan
berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan
kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Ii, Lampiran Il Lampiran IV dan Lampiran V Qanun
ini;

(4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun untuk identifikasi
Indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana
bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI Qanun ini.

: BAB VI
HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUS! IMB

Pasal 8
Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Qanun ini.
BAB VI ... .c0v00. /g



9

BAB Vii
RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Pasal 9
(1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut
a. Retribusi pembangunan baru : L x It x 1,00 x HSbg
b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : L x It x Tk x HSbg
c. Retribusi prasarana bangunan gedung : V x 1 x 1,00 x HSpbg
d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : V x | x Tk x HSpbg

Keterangan :

E Luas lantai bangunan gedung

\Y Volume/besaran (dalam satuan m2, m’, unit)
I

Indeks
Indeks terintegrasi
Tingkat kerusakan

It
Tk

TR TR TR

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Contoh cara penghitungan Retribusi IMB sebagaimana tersebut dalam
Lampiran VIl Qanun ini.

Pasal 10
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Viii
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk
penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut;
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BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12
Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13
Saat terutangnya Retribusi adalah saat diterbitkannya izin atau saat diterbitkannya
SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Xli
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus di muka.

(2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh
tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.

(3) Bupati atas permohonan Waijib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan. ;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan
angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atay tempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati,

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan SSRD.

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB Xill
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika
Waijib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau

Kurang membayar.
(2) Penagihan........ ¢g,
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(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XiV
KEBERATAN

. Pasal 18

(1) Waijib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas. :

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Waijib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Waijib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

-Pasal 20
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati
menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila........ /g
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedajuwarsa setelah
meiampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi,

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang Retribusi dan Waijib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih  mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kabupaten.,

(5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waijib Retribusi.

Pasal 23
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.
BAB XVil............. /g/
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BAB XVil
PEMERIKSAAN

Pasal 24
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XViii
PEMANFAATAN

‘Pasal 25

(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus
disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian dan pengawasan
pelaksanaan izin mendirikan bangunan.

(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten.

BAB XiX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik............ /g,
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(4)

(1)

(2)

14

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-

undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah:

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut; .

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerabh;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi:

J.  Menghentikan penyidikan: dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30 ............ /&
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Pasal 30

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Pidie Nomor 22 Tahun
2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang men
dengan penempatannya

| 24 ceprMpER 204 M

25 SYAWAL

getahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

 Ditetapkan di : Sigh
_~Pada tanggal L 24 GEPTEMBER 2011 M
TSN /B ome g

Vi >
fof o \ DD PAT DI :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 31,



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

UMUM

Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten
berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten diberi
kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian
kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan
memperluas beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan
dalam penetapan tarif tersebut, maka diharapkan kemampuan Kabupaten
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 /Q

16
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Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun
perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar
dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan

permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif
retribusi.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
‘Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas. '
Pasal25 ......... v .
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Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan”
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang membidangi masalah
keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 62



Lampiran | : Qanun Kabupaten Pidie
Nomor : 31 Tahun 2011

Tanggal 24 epTeMBER 2011 M
—t 1 PUPER oMM
25 SyawAL 1432 H

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI CZ.mC_A PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO. JENIS RETRIBUSI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1 |Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
a. Bangunan Gedung
1) Pembangunan bangunan gedung baru Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
perluasan/pengurangan.
3) Pelestarian/pemugaran a) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
b) Zma,,\m Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
c) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,30 x HS retribusi
|b. Prasarana wm:mnzm: Gedung v Volume x Indeks*) x 1,00 x HS retribusi
1) Pembangunan baru a) Rusak Sedang Volume x Indeks*) x 0,45 x HS retribusi
2) Rehabilitasi b) Rusak Berat Voiume x Indeks*) x 0,65 x HS retribusi
CATATAN : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah per-satuan v lume.-

gt




b.

x 20
Lampiran Il : Qanun Kabupaten Pidie
Nomor : 31 Tahun 2011
Tanggal : 4 SEPTEMBER 2011 M

Indeks Kegiatan 2% SyawAL 14224
Indeks Kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan Gedung
a) Pembangunan bangunan gedung haru sebesar 1,00
b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang sebesar 0,45

(2) Rusak berat sebesar 0,65
¢) Pelestrian/ pemugaran

(1) Pratama sebesar 0,65

(2) Madya sebesar 0,45

(3) Utama sebesar 0,30

Indeks parameter
1) Bangunan Gedung
a) bangunan gedung di atas permukaan tanah
(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
i Indeks 0,05 untuk rumah tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah
sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
i Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan
rumah deret sederhana.
(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
(c) Fungsiusaha, sebesar 3,00
(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
i Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan
gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif;
i Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal turggal sederhana dan
rumah deret sederhana.
(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
(f) Fungsiganda/ campuran, sebesar 4,00
(2) Indeks parameter kiasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap
bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan

bobot 0,25:
i Sederhana 0,40
i Tidak Sederhana 0,70
i Khusus 0,70
(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
i Darurat 0,40
ii. Semipermanen 0,70
iii. Permanen 1,00
(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
i. Rendah 0,40
ii. Sedang 0,70
iii. Tinggi 1,00
{d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
i. Zonal/minor 0,10
i. Zonall/minor 0,20
iii. Zona lll /sedang 0,40 -
iv. Zona IV /sedang 0,50
V. ZonaV/ kuat 0,70

vi. Zona Vi / kuat 1,00
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{e) Lokasiberdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:

i. Rendah 0,40
ii. Sedang 0,70
iii. Tinggi 1,00

(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung
dengan bobot 0,10:

i. Rendah 0,40 (1 lantai )

ii. Sedang 0,70 (2 lantai - 3 lantai)

ii. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)
(8) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

i.  Negara, yayasan 0,40

ii. Perorangan 0,70

iii. Badan usaha 1,00

(3) Indeks pa'rameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6
(enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks
sebesar 0,40

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum
3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih darj 3 (tiga) tahun, diberi indeks
sebesar 1,00

Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air,
prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung
ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh,
rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta
bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat
ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%



Lampiran IIl : Qanun Kabupaten Pidie

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRAS!

Nomor
Tanggal

: 3§ Tahun 2011
‘24 SEPTEMBER 2011 ™M

25 SYAWAL

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1432 H

FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN
Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks
i 2 3 4 5 6 7 8

1. Hunian 0,05/ 0,5 *) 1. Kompleksitas 0.25 a. Sederhana 0,40 1. Sementara jangka pendek 0,40

2. Keagamaan 0,00 b. Tidak sederhana 0,70 2. Sementara jangka menengah 0,70

3. Usaha 3,00 c. Khusus 1,00 3. Tetap 1,00
4. Sosial dan Budaya 0,00/ 1,00 **) |2. Permanensi 0,20 a. Darurat 0,40
5. Khusus 2,00 b. Semi permanen 0,70
6. Ganda/Campuran 4,00 c. Permanen 1,00
3. Risiko kebakaran 0,15 a. Rendah 0,40
b. Sedang 0,70
c. Tinggi 1,00
4. Zonasi gempa 0,15 a.Zonal / minor 0,10
: b. Zona 11 / minor 0,20
. Zona Il | sedang 0,40
d. Zana IV / sedang 0,50
e.Zona V / kuat 0,70
f. Zona VI / kuat 1,00
5. Lokasi 0,40 a. Renggang 0,40
(kepadatan bangunan b. Sedang 0,70
gedung) c. Padat 1,00
6. Ketinggian 0,1]a. Rendah 0,40
bangunan gedung b. Sedang 0,70
c. Tinggi 1,00
7. Kepemilikan 0,05(a. Negara/Yayasan 0,40
b. Perorangan 0,70
c. Badan usaha swasta 100

CATATAN : 1%)
2 ..:J

3 Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah
umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa uszha.
permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana

BUPAW PIDIE,

IRZA ISMAIL
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Lampiran IV : Qanun Kabupaten Pidie
Nomor : 31 Tahun 2011

Tanggal : 24 %pTeMetr 2011 M
25 SyAwAL 1432 H

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRAS! PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG
(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks- Lampiran 1)

1. FUNGSI HUMAN

Rumah tinggal 0,50 (1) 0,25x0,40= 0,10 (1.a) Kompleksitas : sederhana. 1,00 (3) Waktu penggunaan : > Indeks Terintegrasi :
Fungsi 0,20x1,00= 0,20 ({2.c) Permanensi: permanen. Tetap 0,50x0,610x 1,00 =
hunian 0,15x0,70= 0,105 (3.b) Risiko kebakaran : sedang. 0,305

0,15x0,40= 0,06 (4.c) Zonasi gempa : zona lll/sedang.
0,10x0,70= 0,07 (5.b) Lokasi: sedang.

0,10x0,40= 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah.
0,05x0,70= 0,035 (7.b) +Kepemilikan : perorangan.

0,610
2. FUNGSI KEAGAMAAN
Masjid 0.00(2) 0,25x0,70= 0,175 (1.b) Kompleksitas : tidak sederhana. 1,00 (3) Waktu penggunaan : > Indeks Terintegrasi :
Fungsi 0,20x1,00= 0,20 (2.c) Permanensi: permanen. Tetap 0,00 x0,670 x 1,00 =
keagama- 0,15x0,40= 0,06 (3.a) Risiko kebakaran : rendah. 0,00
an 0,15x0,50= 0,075 (4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang.

0,1x0,10= 0,10 (5.c) Lokasi: padat
0,10x0,40= 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah.
0,05x0,40= 0,02 (7.a) +Kepemilikan : yayasan.

0,670
3.  FUNGSI USAHA .
Mall 3,00(3) 0,25x1,00= 0,25 (1.c) Kompleksitas: khusus. 1,00 (3) Waktu penggunaan : > Indeks Terintegrasi :
Fungsi 0,20x1,00= (,2 (2.) Permanensi: permanen. Tetap 3,00x0,88x 1,00 =
usaha 0,15x1,00= 0,15 (3.c) Risiko kebakaran : tinggi. 2,64

0,15x0,40 0,06 (4.c) Zonasi gempa : zona lli/sedang.

0,10x1,00= 0,10 (5.c) Lokasi: padat.

0,10x0,70= 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan : sedang.

0,05x1,00= 0,05 (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta
0,88



4,  FUNGSI SOSIAL DAN
BUDAYA
a. Kantor kecamatan

b. Sekolah (SLTA)

c. Rumah sakit

d. Puskesmas

0,00 (4)
Fungs:

sosial dan
budaya

1,00(5)
Fungsi
sosial dan
budaya

1,00(4)
Fungsi
sosial dan
budaya

1,00(4)
Fungsi
sosial dan
budaya

0,25 x0,70 =
0,20x% 1,00 =
0,15x0,70 =
0,15 % 0,70 =
0,10 x 0,40 =
0,10x0,40 =
0,05x0,40 =

0,25x0,70 =
0,20x 1,00 =
0,15x0,40 =
0,15x0,50 =
0,10x0,70 =
0,10x0,40 =
0,05x0,40 =

0,25x1,00=
0,20x 1,00 =
0,15x0,70 =
0,15x0,70 =
0,10x 0,70 =
0,10x0,70 =
0,05x0,40 =

0,25x0,40 =
0,20x 1,00 =
0,15x0,40 =
0,15x0,40 =
0,10x 1,00 =
0,10x 0,40 =
0,05x0,40 =

0,175
0,20
0,105
0,105
0,04
0,04
0,02
0,685
0,175
0,20
0,06
0,075
0,07
0,04
0,02
0,54
0,25
0,20
0,105
0,105
0,07
0,07
0,05
0,82
0,10
0,20
0,06
0,06
0,10
0,04
0,02
0,58

(1.b)
(2.c)
(3.b)
(4.c}
(5.a)
(6.3)
(7.3)

(1.b)
(2.c)
(3.a)
(4.d)
{5.b)
(6.a)
(7.a)

(1.c)
(2.c)
(3.b)
(4.b)
(5.b)
(6.b)
(7.c)

(1.3)
(2.c)
(3.3)
(4.c)
(5.c)
(6.b)
(7.a)

Kompleksitas : tidak sederhana.
Permanensi : permanen.

Risiko kebakaran : sedang.
Zonasi gempa : zona V/kuat.
Lokasi : sedang.

Ketinggian bangunan : rendah.
+ Kepemilikan : Negara.

Kompleksitas : tidak sederhana.
Permanensi : permanen.

Risiko kebakaran : sedang.
Zonasi gempa : zona V/kuat.
Lokasi : sedang.

Ketinggian bangunan : rendah.
+ Kepemilikan : Negara.

Kompleksitas : khusus.
Permanensi : permanen.
Risiko kebakaran : sedang.
Zonasi gempa : zona V/kuat.
Lokasi : sedang.

Ketinggian bangunan : rendah.
+ Kepemilikan : Yayasan.

Kompleksitas : sederhana.
Permanensi : permanen.
Risiko kebakaran : rendah.
Zonasi gempa : zona lll/sedang.
Lokasi : padat.

Ketinggian bangunan : rendah.
+ Kepemilikan : Negara.

1,00 (3)

1,00 (3)

1,00 (3)

1,00 (3)

Waktu penggunaan : >
Tetap

Waktu penggunaan : >
Tetap

Waktu penggunaan : >
Tetap

Waktu penggunaan : >
Tetap

24

Indeks Terintegrasi :
0,00 x0,685x1,00 =
0,00

Indeks Terintegrasi :
1,00x0,54 x1,00 =
0,54

Indeks Terintegrasi :
1,00x0,85x 1,00 =0,82
(Lihat contoh Lampiran
18.5)

Indeks Terintegrasi :
1,00 x 0,58 x 1,00 =
0,58



5. FUNGSI KHUSUS
bangunan gedung
industri minyak
pelumas

6. FUNGSI GANDA/
CAMPURAN
a. Hotel-apartemen
mall-shopping
center-sport hall

CATATAN :

2,00 (5)
Fungsi 0,25x1,00= 0,25
khusus 0,20x1,00= 0,20
0,15x1,00= 0,15
0,15x0,20= 0,03
0,15x0,40= 0,06
0,10x0,40= 0,04
0,05x0,40= 0,05
0,78

4,00 (6)
Fungsi 0,25x1,00= 0,25

ganda 0,20x1,00= 0,20
0,15x1,00= 0,15

0,15x0,40= 0,06

0,10x1,00= 0,10

0,10x1,00= 0,10
0,05x1,00=.0,05

0,91

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan ju
masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantaf 1 unit bangunan gedung yang 3m3vc:<m_ bagian-bagian

mengikuti jumlah lantai tertinggi.

(1.c)
(2.c)
(3.0
(4.b)
(5.a)
(6.a)
(7.c)

(1.c)
(2.¢)
(3.c)
(4.c)
(5.¢)
(6.c)
(7.¢)

Kompleksitas : khusus.
Permanensi : permanen.

Risiko kebakaran : tinggi.
Zonasi gempa : zona li/minor.

Lokasi : renggang.

Ketinggian bangunan : rendah.
+ Kepemilikan : Badan Usaha Swasta.

Kompleksitas : khusus.
Permanensi : permanen.

Risiko kebakaran : tinggi.
Zonasi gempa : zona ll!//sedang.

Lokasi : padat.

Ketinggian bangunan : tinggi.
+ Kepemilikan : Badan Usaha Swasta..

1,00 (3)

1,00 (3)

Waktu penggunaan : >
Tetap

Waktu penggunaan : >
Tetap

25

Indeks Terintegrasi :
2,00x0,78 x 1,00 =
1,56

Indeks Terintegrasi :
4,00x0,91 x 1,00 =
3,64

mlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk

(wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi

\~ /
BUPAT] PIDIE,

MIRZA ISMAIL

(
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Lampiran V : Qanun Kabupaten Pidie

Nomor : 3{  Tahun 2011
Tanggal : 24 SepTemeer gpi M
25 SYAWAL 143y
TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IIMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
PEMBANGUNAN |RUSAK |RUSAK
JENIS PRASARANA BANGUNAN BARU BERAT  |SEDANG *)
Indeks Indeks Indeks
2 3 4 5 6 7
Konstruksi pembatas/|a. Pagar 1,00 0,65 0,45 0,00
penahan/ pengaman b. Tanggul / retaining wall
¢. Turap batas kavling/persil
Konstruksi penandala. Gapura 1,00 0,65 0,45 0,00
masuk lokasi b. Gerbang
Konstruksi perkerasan a. Jalan 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Lapangan upacara
. |¢- Lapangan olah raga terbuka
Konstruksi penghubung |a. Jembatan 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Box culvert
Konstruksi a. Kolam renang 1,00 0,65 0,45 0,00
kolam/reservoir bawah  |b. Kolam pengolahan air
c. Reservoir di bawah tanah
Konstruksi menara a. Menara antena 1,00 9,65 0,45 0,00
b. Menara reservoir
c. Cerobong
Konstruksi monument a. Tugu 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Patung
Konstruksi instalasi’ /|a. Instalasi listrik 1,00 0,65 0,45 0,00
gardu b. Instalasi telepon / komunikasi
c. Instalasi pengolahan
Konstruksi a. Billboard 1,00 0,65 0,45 0,00
reklame/papan nama b. Papan lklan
¢. Papan nama (berdiri sendiri
atau berupa tembok Pagar)

CATATAN :

1.*) indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan,
bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali

pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB=Rusak Berat

o

RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

prasarana

rumah tinggal tunggal,
bangunan gedung milik negara untuk

bangunan gedung

2
}/BUPA PIDIE

vl



Lampiran VI : Qanun Kabupaten Pidie
Nomor : 31 Tahun 2011
Tanggal : 24 SepTemper 201 M
25 SYAWAL 4432 H
DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUS! IMB

CATATAN:  1.*)  Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah
sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan
gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan
gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah
(basement), di atastbawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi
indeks pengali tambahan 1,30

4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana banguna gedung
ditetapkan oieh Pemerintah Daerah.




Lampiran VI : Qanun Kabupaten Pidie
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Nomor : 34 Tahun 2011

Tanggal : SEPTEMBER

16 AWA 1432 H
HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Kode Jenis Hargd Sat(t;e;n) — Satuan
1|Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan

1000{BANGUNAN GEDUNG 4.000,00/m*

2000|PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2200{JENIS PRASARANA

2210{Konstruksi pembatas/penahan/pengaman

2211} Pagar 1.000,00{m*

2212(- Tanggul/retaining wall 1.000,00{m"

2213 |- Turap batas kavling/persil 1.000,00/m*

2220}Konstruks) penanda masuk

2221|- Gapura 1.000,00}m

2222|- Gerbang 1.000,00{m"

2230|Konstruksi perkerasan

2231|- Jalan 1.000,00{m"

2232|- Lapangan parkir 1.000,00{m"

2233|- Lapangan upacara 1.000,00;m

2234/- Lapangan olah raga terbuka 1.000,00{m"

2235/~ Penimbunan barang, dli 1.000,00{m*

2240}Konstruksl penghubung

2241|- Jembatan 1.000,00{m*

2242(- Box culvert 1.000,00|unit

2243]- Dueker, gorong-gerong, saluran/ drainase 1.000,00 m”

2250|Konstruksl kolam/reservoir bawah tanah

2251} Kolam renang 3.500,00|m"

2252|- Kolam pengolahan air 3.500,00|m’

2253}- Reservoir air bawah tanah 3.500,00|m’

2254 |- Waste water treatment plant 3.500,00 m’

2255|-Saluran air 1.500,06|m*

2260|Konstruks! menara

2261|- Menara antena 100.000,00{m

2262|- Menara Reservoir 7.000,00 m’

2263|- Cerobong 7.000,00(m

2270{Kanstruksi monumen

2271(-Tugu 3.500,00|m

2272|- Patung 3.500,00|m

2280|Konstruksi instalasi

2281}- Instalasi listrik 4.000,00|m

2282|- Instalasi telepon/komunikasi 25.000,00{m*

2283|- Instalasi pengolahan 4.000,00{m"*

2284|- Instalasi Bahan Bakar 4.000,00|m

2285(- Jaringan gas bawah tanah 4.000,00{m

2286|- Kontruksi pondasi mesin di luar bangunan 14.000,00 m*

2287|- Jembatan atau lift (service kenderaan 14.000,00{m*
di luar bangunan

2290|Konstruksl reklame

2291|- Billboard/ Bando 25.000,00|m"

2292|- Papan iklan 20.000,00|m

2293|- Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok 15.000,00{m
pagar




1000 BANGUNAN GEDUNG

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN
1110 Pembangunan baru

1120 Rehabilitasi/Renovasi

1121 Rehabilitasi/Renovasi sedang
1112 Rehabilitasi/Renovasi berat
1130 Pelestarian

1131 Pelestarian pratama

1132 Pelestarian madya

1133 Pelestarian utama
1200 FILINGS]

1210 Hunian

1220 Keagamaan

1240 Usaha

1250 Sosial dan Budaya
1260 Khusus

1270 Ganda

1300 KLASIFIKASI

1310 Kompleksitas
1311 Sederhana

1312 Tidak sederhana
1313 Khusus

11320 Permanensi
1321 Darurat

1322 Semi permanen
1323 Permanen

1330 Risiko kebakaran
1331 Rendah

1332 Sedang
1333 Tinggi ,
1340 Zonasl gempa

1341 Zonal / minor
1342 Zona il / minor
1343 Zona Il / sedang
1344 Zona IV / sedang
1345 Zona V / kuat
1346 Zona VI /kuat
1350 Lokasi(kepadatan

bangunan gedung)
1351 Renggang

1352 Sedang

1353 Padat

1360 Ketingglan bangunan gedung
1361 Rendah

1362 Sedang

1363 Tinggi

1370 Kepemilikan

1671 Negara/Yayasan

1372 Perorangan

1373 Badan usaha

1400 WAKTU PENGGUNAAN
BANGUNAN GEDUNG

1410 Sementara jangka pendek

1420 Sementara jangka menengah

1430 Tetap

0,45
0,65

0,65
0,45

0,3

0.05/0.50*
0,00

3,00
0.00/1.00**
2,00

4,00

0,25
0,40
0,70
1,00

0,20
0,40
0,70
1,00
0,15
0,40

0,70
1,00
0,15

0,10
0,20
0,40
0,50
0,70
1,00
0,10

0,40

0,70
1,00
0,10
0,40
0,70
1,00
0,05

0,40
0,70
1,00

0,40
0,70
1,00

2000 PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG

2100 LINGKUP PEMBANGUNAN

2110 Pembangunan baru

2120 Rehabilitasi

2121 Rehabilitasi sedang

2122 Rehabilitasi berat

2200 JENIS PRASARANA

2210 Konstruksi pembatas/
penahan/pengaman

2211 - Pagar

2212 - Tanggul/retaining wall

2213 - Turap batas kavling/persil

2214 - **x*

2220 Konstruksl penanda masuk

2221 - Gapura

2222 - Gerbang

2223 - ¥¥

2230 Konstruksi perkerasan

2231 - Jalan '

2232 - Lapangan parkir

2233 - Lapangan upacara

2234 - Lapangan olah raga terbuka

| 2235 -

2240 Konstruks! penghubung

2241 - Jembatan

2242 - Box culvert

2243 - ¥+*

2250 Konstruksl kolam/reservoir
bawah tanah

2251 - Kolam renang

2252 - Kolam pengolahan air

2253 - Reservoir air bawah tanah

2254 - Waste water treatment plant

2255 -Saluran air

2256 - ¥

2260 Konstruksl menara

2261 - Menara antena

2262 - Menara Reservoir

2263 - Cerobong

T 2264 - x*x

2270 Konstruksi monumen
2271 -Tugu

2272 - Patung

2273 = ***

2280 Konstruksi instalasi

2281 - Instalasi listrik

2282 - Instalasi telepon/komunikasi

2283 - Instalasi pengolahan

2284 - **>

2290 Konstruksl reklame/papan
nama

2291 - Billboard

2292 - Papan iklan

2293 - Papan nama

2294 - ***
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1,00

0,45
0,65

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00



Lampiran VIl : Qanun Kabupaten Pidie

i _ Nomor : 3{ Tahun 2011 30
\ ‘ Tanggal © 24 SEpTEMBER 2011
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB 25 SyawAL %2 4
contoh 1
Fungsi Bangunan gedung : Hunian
Jenis bangunan gedung : Rumah tinggal
Nama Pemilik Bangunan Gedung : Suryati
Lokasi Bangunan : Tijue Sigli
A.  DATA UMUM BANGUNAN
1. Luas bangunan gedung :100,00 m*
2. Jumlah lantai i1 It
3. Tingkat kerusakan :0 %
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1. Pagar 160,00 m?
2. Waste water treatment plant 73 m*
RETRIBUSI
1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00 m*
2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- Pagar :Rp. 1.000,00 m*
- Waste water treatment plant : Rp. 3.500,00 m*
3. Penyediaan Formulir ! Rp. 5.000,00
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKAS|
a.  Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud
BANGUNAN GEDUNG Perkalian 1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
LINGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Jenis Indeks | Klasifikasi Kode Jenis Indeks
Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 1,00
roNGS T T 210 Konstruksi  pembatas/|
oote  (Bumsalingesl 0l psp ~.... |penahan/pengaman |
1300 iKkLASKIRASE o 2211 Pagar S 1,00
1310 Kom;‘)lé'ksifa-s e 0,25 2250 Konstruksi kolam - -
1311 [Sederhana 040 1 o010 2254 Waste water treatment plant | 1,00
"""" 1320 [Permanensi T 1T 630 R . A
1323 fPermanen T 0,20 4 -
1330 |Resiko kebakaran i )
1332 sedang T 0,11 ]
1340 |zonasi gempa o o w I
1343 Zona IV/ Sedang ] 0,50 0,08 ) o -
1350 |Lokasi (kepadatan BG) 010 7 o o
1352 [Sedang o 0,70 | 0,07 - T
1360 |Ketinggian bangunan gedung | 0,10 e
1361 |Rendah o _[040 1 004 R A
1370 Kepemilikan 7] “M-WO—,OS i ) .
E1372‘__ ___|Perorangan o 0,70 0,04

1400 WAkl peneeUNARN |

1430 [Tetap

V_i\_qml_ah_' 0,625

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (

It=0,50x0,625x 1,00 = 0,3125

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI I1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
a.  Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

100,00 X 0,3125 X 1,00 X Rp. 4.000,00

2000 PRASRANA BANGUNAN GEDUNG

2211 pagar

60,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00 . =
2254 Waste water treatment plant

3,00 X 1,00 X Rp. 3.500,00

b.  Retribusi penyediaan formulir

JUMLAH

Terbilang: Dua ratus ribu lima ratus rupiah

Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)

Rp125.000,00

Rp60.000,00

Rp10.500,00
_ Rp5.000,00
Rp200.500,00




‘% £ PENGHITUNGAN BESARN?A RETRIBUS! IMB 31
contoh 2

Fungsi Bangunan gedung : Hunian

Jenis bangunan gedung : Rumah tinggal
Nama Pemilik Bangunan Gedung : MLAlI

Lokasi Bangunan : Kota Sigli

A.  DATA UMUM BANGUNAN

1. Luas bangunan gedung tunggal :240,00 m
2. Jumlah lantai 12 It
3. Tingkat kerusakan 0] %
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1. Pagar :80,00 m’
2. Waste water treatment plant . 19 m
RETRIBUSI
1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00 m’
2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- Pagar : Rp. 1.000,00 m?
- Waste water treatment plant : Rp. 3.500,00 m*
3. Penyediaan Formulir ‘ - :Rp.5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGS! DAN KLASIFIKASI
a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalian 1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Kode Jenis Indeks | Klasifikasi Kode Jenis Indeks
1110 Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 1,00
" 71200 FUNGSI 2210 Konstruksi pembatas/f
917 'R-umaﬁfinggélm I O,SO _ : pgr}ghgn/ pengaman ~
o ;\L;-\g;l_&/-{bl 2 2211 P i 7%
1310 |Kompleksitas |77 0,25 2250 |Konstruksi kolam
1311 Tidak Sederhana - 0,70 " 0,18 2254 ~ |Waste water treatment plant 1,00
1320 Permanensi I 0,20 B i
1323 Permanen 1,00 0,20 -
1330 Resiko kebakaran - ﬁ40,15 i -
1332 sedang 1970 0,11 |
1340 zonasi gempa 0,15 i
343 |Zona IV/Sedang 050 0,08
1350 Lokasi (kepadafan BG) 010 1
1352 Padat 1’00 0'10 O (O S e S
1360 Ketinggian bangunan gedung ~010 ' ' )
1361 [Sedang (2-3 lantai) 070 | o007 ) R
1370 Kepemilikan T 70,05 o |
1372 |Perorangan o700 " | 0,04 N
T umiah | 0,760 VNG e
1400  |WAKIU PENGGUNAAN S
BT L | S S B 66

b.  Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
It=0,50x0,760 x 1,00 = 0,38
2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUS! IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
a.  Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
1000 BANGUNAN GEDUNG
240,00 X 0,38 X 1,00 X Rp. 4.000,00
2000 PRASRANA BANGUNAN GEDUNG

"

Rp364.800,00

2211 pagar
80,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00 = Rp80.000,00
2254 Waste water treatment plant
5,00 X 1,00 X Rp. 3.500,00 + = Rpl7.500,00
b.  Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000,00
JUMLAH = Rp467.300,00

Terbilang: Empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah



Y A \ v PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUS! {MB
contsh 3

Fungsi Bangunan gedung : Ganda

Jenis bangunan gedung : Rumah tinggal dan Toko (rukao)

Nama Pemilik Bangunan Gedung : Syukri, S. Pd

Lokasi Bangunan

A. DATAUMUM BANGUNAN
1. Luas bangunan gedung tunggal
2. Jumlah lantai
3. Tingkat kerusakan
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1. Pagar

2. \Waste water treatment plant
RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung

:JI. Iskandar Muda No. 12 Sigli

:160,00 m*
v It
1@ %
: 50,00 m?
19 mZ

: Rp. 4.000,00 m*

2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

- Pagar
- Waste water treatment plant
3. Penyediaan Formulic

: Rp. 1.000,00 m%
:Rp. 3.500,00 m*
» Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalian 1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Kode Jenis ' Indeks | Klasifikasi Kode Jenis Indeks
1110 Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 1,00
1200 FUNGSI T B 12210 |Konstruksi pembatas/ 77
1212 |RumahTinggal | 4,00 N __|penahan/ pengaman |
1300 [KLASIFIKASI ] 2211 \Pagar | 100
1310 Komplekéifas - B 0,25 2250 Kgns_trgk_si»kp!aim
a3 Tidak Sederhana 0,70 ‘ 0,18 . 2234“'_‘_ W?_s_tg_vggtg(ﬂt_rr_(_eatment plant 1,00
1320 Permanensi o "—0',2'0 - :
1323 |Permanen 1,00 0,20 . - I
1330 Resiko kebakaran 0,15 ; s ) o N )
1332 sedang 070 0,11 ) e
1340 zonasi gempa 0,15 o
1343 Zona IV/ Sedang 0,50 0,08 o e
1350 Lokasi (kepadatan BG) 0,10 i
1352 |Padat 1,00 | o010 I
1360 Ketinggian bangunan gedung 0,'1>O o N ) )
1361  (Sedang (2-3 lantai) 0,70 0,07 -
1370 Kepemilikan 0,05 N mEaE
1372 |perorangan 10,70 | 0,04 L _
B ' 7 e Jumiah 0,760 B
1400  |WAKTU PENGGUNAAN o
e ey e o s o i
b.  Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
It =4,00x0,760 x 1,00 = 3,04
2.  PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
1000 BANGUNAN GEDUNG
160,00 X 3,04 X 1,00 X Rp. 4.000,00 =  Rpl.945.600,00
2000 PRASRANA BANGUNAN GEDUNG
2211 pagar
50,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00 = Rp50.000,00
2254 Waste water treatment plant
5,00 X 1,00 X Rp. 3.500,00 = Rp17.500,00
b. . Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000.00

JUMLAH

Terbilang: Dua juta delapan belas ribu seratus rupiah

Rp2.018.100,00
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contoh 4

Fungsi Bangunan gedung

Jenis bangunan gedung

Nama Pemilik Bangunan Gedung
Lokasi Bangunan

A.

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

DATA UMUM BANGUNAN

: Usaha
: Toko

: Safrina
: Gampong Pasar Kec. Sakti

1. Luas bangunan gedung tunggal :270,00 m
2. Jumlah lantai 43 It
3. Tingkat kerusakan :0 %
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1. Pagar : 90,00 mz
2. Waste water treatment plant 17 m’
RETRIBUSI
1. Harga satuan retribusi bangunan gedung
2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- Pagar
- Waste water treatment plant
3. Penyediaan Formulir

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

: Rp. 4.000,00 m°

- Rp. 1.000,00 m?
:Rp. 3.500,00 m*

: Rp. 5.000,00
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1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKAS!
a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud
1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalian 1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Kode Jenis Indeks | Klasifikasi Kode Jenis Indeks
1110 Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 1,00
1200  |{FUNGSI ) 2210 |Konstruksi  pembatas/|
o 121—2 Rumahnggal . 300 . . penahan/ pengaman I
1300  |KLASIFIKASI i gy 2211 |Pagar - 1,00
1310 kompleks'i‘tas ' '0,25 2250 Konstruksi kolam )
1311 |Tidak Sederhana 10,70 0,18 2254 Waste water treatment plant 1,00
1320 |Permanensi """} " 0,0 , R
1323 |Permanen o 1,00 | 0,20 A ) .
1330  |Resiko kebakaran | 015 ) e i
1332 lsedang 070 | o011
1340 zonasi gempav 0,15
1343 |ZonaIV/Sedang 050 0,08 ) B )
1350 Lokasi (kepadatan BG) 0,10 . i
1352 |Padat {300 | o010 - Ny
1360 Ketinggian bangunan gedung 0,10 B - >
1361 [Sedang (2-3 lantai) 0,70 007 | s
1370 Kepemilikan 0,05 - St
1372 Perorangan 0,70 0,04 k = o
| Jumlah | 0,760
1400  |WAKTU PENGGUNAAN o )
O R ~iF r
b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
It=3,00x0,760 x 1,0C = 2,28
2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a.

Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

270,00 X 2,28 X 1,00 X Rp. 4.000,00
2000 PRASRANA BANGUNAN GEDUNG

2211 pagar
90,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00

2254 Waste water treatment plant

7,00 X 1,00 X Rp. 3.500,00
Retribusi penyediaan formulir
JUMLAH

Terbilang: Dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembila

Rp2.462.400,00

Rp90.000,00

Rp24.500,00
Rp5.000,00

Rp2.581.900,00
n ratus rupiah




-

P .
s T PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUS! IMB

confoh 5

Fungsi Bangunan gedung : Usaha

Jenis bangunan gedung :Menara

Nama Pemilik Bangunan Gedung : lkramullah

Lokasi Bangunan

A.

2
m

2
m

2
m

DATA UMUM BANGUNAN
1. Luas bangunan gedung tunggal :- m*
2. Jumlah lantai ;0 It
3. Tingkat kerusakan 1.0 %
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1. Pagar : 30,00 m?
2. Menara telekomunikasi 71 m
3. Instalasi telekomunikasi 1 60 m*
RETRIBUSI
1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00
2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- Pagar : Rp. 1.000,00
- Menara telekomunikasi 1 Rp. 100.000,00 m
- Instalasi telekomunikasi : Rp. 25.000,00 :
3. Penyediaan Formulir ) : Rp. 5.000,00

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI {MB

: Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUS! IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASi

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud
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1372 |Badan Usaha 1,00 0,05 -

__| Jumiah | 1,750
1400 fWAKTU PENGGUNAAN N
1430 Tetap 1,00

1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalian 1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Kode Jenis Indeks | Klasifikasi Kode Jenis Indeks
1110 Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 1,00
1200  |FUNGSI T o 2210 Konstruksi pembatas/ :
ield (umantiogesl | 3,00 ______|penahan/ pengaman
1300  |KLASIFIKASI ' 2211 |pagar o 1,00
1310 KbmblekSitaS » o - 0,25 2260 Konstruksi manara =

| i - = Mre'h'éra:ant'é»r]g; ﬁ = 100
1320 Permanensi | 0,20 2280 Ké“éﬁ‘i‘,‘fﬂ”ﬁ?lﬁiﬂ 1 =T -4
1323 |Permanen 1,00 | 020 | 2282 |[instalasitelekomunikasi 1,00
1330 |Resiko kebakaran | o5 -
1332 |sedang o0 0,11 )

1340 zonasi gempa ' 0.15 -
1343 Zona IV/ Sedang 0,50 0,08

1350 Lokasi (kepadatan BG) e 0,10 ) o

1352  |sedang “lo,70 0,07 -
1360 Ketinggian bangunan gedung 1,00
1361 |Tinggi 11,00 | 1,00 ) -
1370 Kepemilikan ) ~“0,05 i T ) B

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)

It=3,00x1,750 x 1,00 = 5,25

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

- X5,25X 1,00 X Rp. 4.000,00 =
2000 PRASRANA BANGUNAN GEDUNG
2211 pagar

30,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00 =
2262 Menara telekomunikasi

71,00 X 1,00 X Rp. 100.000,00 =
2282 Instalasi telekomunikasi

60,00 X 1,00 X Rp. 25.000,00 =

b. Retribusi penyediaan formulir =

JUMLAH =

Rp30.000,00

Rp7.100.000,00

Rp1.500.000,00
Rp5.000,00

Terbilang: Delapan juta enam ratus tiga puluh lima rib_u rupiah /\\) P

RD8.635.000;06°
270 #

1

4,"‘2
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Retribusi Penyediaan Administrasi IMB

(Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau
copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti
dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data
atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/ atau
perubahan non teknis lainnya)

Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk
biaya pendaftaran IMB




